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PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka
diperiukan penyelenggaraan pendidixan di daerah yang terintegrasi
dengan sistem pendidikan nasional dan bersinergi dengan nilai-nilai
budaya masyarakat Kola Pontianak;

bahwa penyelenggaraan pendidikan mesupakan tanggung jawab
pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, swasta, dan masyarakat,
schingga diperiukan adanya kerjasama semua phhak  dalam
penyelenggaraan pendidikan di daerah:

bahwa pendidikan merupakan salah satv urusan yang leiah
didesentralisasikan menjadi urusan wajlb kepada daetah, sehingga
pemenntah daerah berkewajiban untuk mengatur dan MEengurus
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya:

bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan menunit
norma-norma  kepéndidikan,  sehingga  diperlukan  adanya
pedeman/dasar penyelenggaraan pendidikan di Kola Pontlanak yang
diatur dalam peraturan daerah,

bahwa berdasarkan pertimbungan sebagaimana dimaksud pada
huru? @, huruf B, huruf ¢, dan hunif d tersebut di atas, periu diatur
dalam Peraturan Daerah lentang Penyelenggaraan Pendidikan di
Kota Pontianak;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1958 tentang Penatapan Undang-
Undang Darurat Nomaor 3 Tahun 1853 tentanyg Pembentukan Daerah
Tingkat 1l di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1853 Nomaor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Momor §1, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 2T56);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangy Pembentukan
Feraturan Perundang-Undangan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahusn 2004 Momor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4389);
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1.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daserah
(Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan
Undang-Undang Nemer 12 Tafun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 MNomor 58, Tambahan Lembaran MNegara
Repubiik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan
Kevangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indongsia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Megara Momor 4548);

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ieniang Guru dan Dosen
(Lembtaran Negara Republik Indonesia Momeor 457 ltahun 2005,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4586);

Peraluran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1830 lentang Pendidikan
Prasekolah (Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 1590

Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomar
11y

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1580 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1880 Nomar 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3412);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1390 tentang Fendidikan
Menengah (Lembaran Negara Repubfik indenesia Tahun 1330 Nemor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 1991 tertang Pendidikan
Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1681 Nemor
94, Tambahan Lembaran Nagara Repubiik Indonesia Nomor 3460);

Peraturan Pemerintah Nomar 73 Tahun 1981 tentang Pendidikan
Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1891

Nemor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3461},

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
3484),

Peraturan Pemerintah Nemor 38 Tahun 1982 lentang Peran serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1892 Nomor 63, Tambahan Lembaran Megara
Reputlik Indonesia Nomer 3485);

Peraturan Pemetintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4486):

Peraluran Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4583);



16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provins!, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Memor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17 Peraluran Pemerintah Nemor 74 Tahun 2008 teniang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 MNomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

18 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor B Tahun 2008 tentang
Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemaerintah

Kota Fontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008
Nomear 7 Serl E Nomaor 7 ).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
Dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN:

Menatapkan | PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

BAB1|
KETENTUAN UNUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

2.
3.
4.
5.
6.

™

Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Propinsi adalah Pemarintah Propinsi Kalimantan Barat
Daerah adalah Kota Pontianak

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak,

Kepala Daerah adalah Walikota Pontianal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjulnya disebul DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

Otonomi Oaerah adalah hak, wewsnang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerifitahan dan kepeniingan masyarakat setampat
#esuai dengan peraturan perundang-undangan,

8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

10.

1.

Kantor Departemen Agama adalah Kanior Departsmen Agama Kota Pontianak.

Pendidikan di Daerah adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan
bersinergi dengan sistem pendidikan nasional,

Sistemn pendidikan di daerah merupakan sub sistern darl sistem pendidikan nasional
dalam rangka mencapal Wjuan pandidikan nasional,



12. Jemfang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat
petkembangan pesera didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang
diesmbangkan,

13. Pendidikan Anak Usia Dinl (PAUD) adaiah suatu upays pembinaan yang ditujukan pada
arak sejak lahir sampai dengan ysia & (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membanty perlumbuhan dan perkembangan jasmani dan
robeani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjul

14. Pendikdikan Dasar adalah pendidkan yang lamanya sembilan fahun  yang
develengoarakan 6 tahun mencakup Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaivah (M1),
Sekpleh Dasar Luar Biasa (SDLB) dan 3 tahun Sekolah Menengah Perlama (SMP),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Diasa (SMPLB)

15. Pendidkan Menengah adaloh pendidikan yang lamanya 3 tahun diselenggarakan di
Selolaly Manengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah
(MA) dan yang sederajat.

16. Wajib Belajar adalah Program Pendidikan minimal yang harus dilkuti oleh warga negara
Indonesia alas tanggungjawab pemerintah danfatau pemerintah daerah,

17. Pencidik adalah tenaga kepandidikan yang berkualfikasl sebagai quri,  dan sebutan
lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berparlisipasi dalam menyelenggarakan
pendidilean.

18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakal yang mengabdikan dir dan diangkat
untuk Denunjang penyeienggaraan pendidikan,

18. Dowan Pendidikan Oaerah adalah Dewan Pendidikan Kota Pontianak merupakan
lambaga yang dibentuk dan diangkat darl unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan

yang bertuges dalam pengkafian, penelitian dan pengembangan pendidikan uniuk
digjukan kepada Pemerintah Daerah 'dalam rangka perumusan, pemantausn dan

penilaian kebijakan pembangunan pandidikan di Kota Pontianak.

20. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang berangnotakan crang tuafwall
peserta didik, komunitas sekelah, serla tokoh masyarakat yang pedull pendidilan,

21, Sertifikasi adalan proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru,

22. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebaga pengakuan yang dibenkan kepada
Guru sebagai tenaga profesional,

23, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran keglatan
pembelajaran untuk mencapal tujuan pendidikan tartentu.

24, Areditasi adalah kegiatan penfiaian kelayakan program daiam satuan pendidikan
berdasarkan kreleria yang telah ditetapkan,

25. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstrukiur dan berjenjang yang terdirl
atas pendidikan dasar, pandidikan menengah, dan pendidikan tinggl.

26 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapal
dilaksanakan secara lerstruktur dan berjenjang.

27. Pendidikan (nformal adalgh jalur pendidikan keluarga dan lingkungan,



Z8. Teta Tenib Sckolan ageiah peraturan fata terub yang dikeluaman oieh sekalah

29 Mesyarakat setempal adalah masyarakal yang bertempal tinggal disekitaridexat apngan
sekolah dalam daarah

BAB I
PRIMSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 7

Peexlicilan ol daerah diselenggarakan bardasarkan prinsip

A Kaunggulan, kemandirian, kebersamaan, keadilan, kelerbukaan, dan beranggung awab

b Demockratis dan tidek disknminatif dengan menunung tingg hak asas manusia nila
agama, nilsl budaya lokel dan kehhingkaan

& Pamberdayaar seluruh kompeonen pemerintah daesah dan masyarakal sefta memben
Mmsempatan kepada masyarakatl unluk berperan serta daam pefyelenggoraan dan
pemngkaian mutu pandidixan

BAB I
ARAH, TUJUAN, DAM FUNGS!
Pasal 3

araan pengidikan diarahkan dalam rangka momberikan kesempatan seluas-
kepada warga masyarakat khususnya warga masyarekat Kaola Pontianak untuk
_dr;h pendidikan, terutama pendidikar dasar dan pendigdikan mensngah

Pasal 4
- raan pendidikan perujuan uniuk menngxatkan kualias sumber cays manusia d
dmmnb, schingga memiliki daya saing dalam menghadap| persaingar nasienal, leganal,
w internasional daiam berbagal aznek kKehidupan

Pasal §

mz-‘aan pendidikar tafungs meémbenikan bekal kemampuan kepada peserta didik

ml insan yang benman dan beresgwa, berbudi ‘uhur,  berpengetabuan,
ilan, mandifi, sehat jasmarm / rohani, memiik tanggung jawab sosial kepada
smasmmrakat dan negara serta mampu menawat berbagal tantangan giobal

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesalu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal §

fl'_l- .u. warga masyarakat mempunya hak yang sama wniux mempercleh pendidikan
yang bermiutu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

€2 Waga masyarakat yang memilike kelaman fisik, emosional, mental! intelektual, danfatac
&Sl berhak memperaieh pandidikan khusus.

) Wamga masyarakat yang memiliki p-ntensl kecerdasan oan Daxal stmews berhak
memperoich pendidikan khusas

0 Selap wargs masyarakal berhak nendapal kesempaian meringkatkan pendidican
s=pangang haya!

Pasal 7

(Y} Selmp warga masyarakal yang berusia 7 (lujuh) sampai dengan 18 (delapan bolas) tahun
waid mengikull pendidikan dasar dan menengan



(2} Sefiap warga masyarakat berkewajiban memberkza dukungan lerhadap kelangsungan
penyelengparaan pencidikan

Pasal 8

{1) Orang tua borhax berperan serta dolam menilih saluan pendidikan Zan mampercieh
informas! tentang perkembangan pendidikan anaknya

(2) Orang tua dan anak usia wajib belajar, betkewajiban memberkan pendidikan dasar dan
menengah kepada anaknya

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 8

Masyarakal berhak berperan serla dalam perencanaan, palaksanazt, pergawasan, dan
evaluasi program pendcidikan

Pasal 10

Masyaraka! beikewajiban memberkan dukungan sumber dava dalam pesyelenggardan
pendidikan

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 11

Pemenntah Daeran berhak mengarahkan, membimbing,  membaniy, mengater  zan
mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesum dengan Perawuran Perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 12

Pemesintah Daerah berkewsjinan:

A memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselarggaranya poadidikan yang
besrnutu bagi seliap warga masyarakal selempal tanpa ciskrimmnasi,

& menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bag seliap wargn
masyarakat yang berusia lujuh sampai dengan delapan belas tahun:

€ mengalur, menyelenggarakan, maengarahkan membimbing, mombing dan mengawasi
penyelenggaraan pendidikan,

BB memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang deiliki peseta didik dan
Bemsiswa bagi anak yang tidak mampu,

& memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakal untuk memperoieh
perdidikan;

L menciptakan dan meningkatkan sumber daya pendidikan secara letus menesus untuk
Erselenggaranya pendidikan yang bermutu,

§ menyediakan dan meningkalkan sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengatahuan
&in teknologi guna mendukung pendidikan yang bermuty,

B merdorong dunia usshafdunia  Industh untuk  berpartisipasi secara akiif datam
perwelenggaraan dan peningkatan mutl pendidikan

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Peserta Didik
Pagal 12

{1) Seliap peserta didik pada setiap satuan pendidikan bermak

& mendapalkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang di@anutaya dan diajarkan
oleh pendidik yang seagama,



b, mendapatkan pelayanan pendidikan sesual dengan bakat, minal, dan
Kemampuannya,

¢. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestias: alau memiikl kecerdasan;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang fuanya fidak mampy
membsayal penddikannya;

@. pindah ke program pendiddan pada jalur dan jenis satuan pandidikan kan yang
salara,

f. menyelesalkan program pendidian sesusi dengan kecepatan belajar masing-masing
dan tdak menyimpang dan ketontuan batas waktu vang dietapzan:

g. mempercleh penilaian head dan proses belajar

(2) Setiap paserta didix berkewajiban’
a. menjaga nofma-norma pendidikan unluk memamin kelangsungan proses dan
keberhasilan pendidikan;
b. memelhara sarana dan prasarana serta kebecsihan, ketartiban, dan keamanan pada
salunn pendidikan yang bersangkutan;
¢ Mentaati Peraturan Sskolah dan peraturan perundang-undangan yang benraki

(3} Warga negara asing dapat menladi pesera didik pada satuan pondidkan yang
disslanggarakan di dasrah sesua) dongan persturan perundang-undangan yang beraku,

(4] Katentuan mengenal hak dan kewajlban pesera $°dk sebagaimana dimaksud dalam
ayal (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur iebi lanjut dengan Paraturan Walkata.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pasal 14

{1) Pendidk datam melaksanakan tugas berhak;

a. mempercieh penghasian dan jaminan kesefahlsrman sosial yang layak dan memadal;

b. mesdapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestas: kerla;

c. mmmhuum perindungan dalam melaksanakan fugas dan hak atas kokayaan

k

d, mempercleh kesempatan untuk mengemborgkan dan menmgkatkan kua#fkas)
akademi¥ dan kompetensi sesual dengan keteniuan Peraturan Perundang-Uncangan:

& memparcleh kesempatan mangikull seifikas;

{. mamperoleh dan memanfaalkan sarana don prasarana  pembelajaran  wnfuk
menunjang kelancaran tugasnya;

9. memberi peniiaian can kut menentukan kelulusan, penghargaan, danvatau sanksi
kepada pesoria didik sesuai dengan ketentuan Paratutan Perundang-Undangan,

h. bersarikat dalam organizasi profesi selama hdak menggangu fugas dan kewajlbansya,

i mempercieh pelatihan dan pengembangan profosi dalam bidangnya :

| memperclah perfndungan hukum dalam melaksanakan fugss,

&) Tenags Kependidian berhak
& memperoleh penghasian dan jaminan keseahteraan somal yang layak dan memadai;
b. mendapa! penghargaan sesual dengan tugas dan prestas: kena,
e mampercleh perindungan hukum daiam melaksanakan tugas;
d. memparcleh kesempatan yrtuk mengembangkon dan maningkaikan kane:.

FPasal 16
{1} Pendidik dalam melksanakan tugas bemowajiban:

" o memencanakan pembelajaran, moeloksanakan proses  pembelajaran  lermasuk
melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, melaksanakan peniatan hasi
pembelaiaran sata melaksanakan tindak lanjul hasil penilaian;

. memberkan tauladan dan menjaga rama balk lambaga dan profes,

€ meningkalkan dan mengembangkan kuslifikas! akademik dan kompelensl secara
berkalanjulan sejalan dengan pengembangan fimy pangetahuan teknalogl dan seni:



i bertindak a0,e4b® Zar ldad aasrminglf &las sasar petlTfangan 2ris Kelamin
agama, suku, ras, dan kendisi fisic tertenty atau latar belakang keluarga den sialus
sosial peserta didie dalam pembelajaran;

B menjunjung tingyl peraluran perundang-urdangar sed= =1k, $ens rila-nial sgama
dan eliks,

L melaksanakan dan mengenakan tugas profes can lugas-lLgas |30 sesusl aengan

»  [pEraturan perundang-undangan sera sitbasi dan <ondisi sekolah

§ memelihara dan memupuk persatuan dan <esatlar

& Tmaga Kependidikan berkewajiban
A mencipiakan suasana pendidikan yang bermakna menyenangean, keratdl, dinamis,
= dlogis, inovalif, dan bermartabat;
T memiliki kemitmen secara profesional dalam menngkatkan mutu pencidikan;
¥ & memberikan tauladan dan menjaga nama bai's iembaga dan profes,
.l mentaati ketenuan peraluran parungandg-undargan

BAB V
1 JALUR DAN JENIS PENDIDIIKAN
, Pasal 18

Pealion dilaksanakan meialui jalu peadidikan farmal penfareal gan rfsemal vang dasa:
salieg melengkapi con memperkaya sesua dercan kelentuan peraturan perundana-
mEdamgmn yang beciaky
. Paszal 17
Bl

L
“}L pendidikan yang termasuk dalam |alur pendidikan forma’ tocde atas pendidikar

) e, pendidikan agama pendidikan kejuruan, cendwdikan Liar basa. paedidizan
" Mkmdemik dan perdigikan profesional

£} Penxcidikan non formal meliputi pendidikan kecakapar nidup. Tendidizan anak usia dini,

At pemScdian kepemudaan. pendidikan pembisrdayaan perempdar. pendidikan keaksaraan,
o guxlicfikean keterampdlan dan pelatihan Kerja. pendidikan kesetsrazn serta pendidan
- Iain yang diluiukan untuk meagembangkan kemampuar pessrt didis

&
B Pencidikan inforral dilakusan gich xeluarga dan [=gkuncan Sereeatin womatan boas
o

P BAB VI

e
Yo il JENJANG PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
e ik Umum
' Pasal 18

(T) Jergang pendickan yang lermasus jalur pendidisan sexalal tore n zias pendidivan pra
sedmiah. pendidikan dazar, cendididkan menengah gan rendidian tnge

€8 Jeniang pendidikan pra sickolah terdid darn Penipan Apak, Taman Bosmain, dar Temar
Karak-Kanak,

W Jergang pendidikan dasar tevdin dari pendidican dasas Madrasah |biidaiyah Sekoiah
Dwsar Luar Biasa. Sekclah Menengah Penama Magzrasah Tsanawiyah, Seko'ah
Menengah Periama Luar Biasa dan‘atay saderamt

) Jenjarg pendidivan menengah terdin dari Sekolah Mepengan Alas, Sekalah Menengah
Keprnuan, Madrasah Alivah. Madrasah Aliyah kejuruan danvatau segeraat

) Lamarwya belajar untuk j@iang pendidikan casar adalah & (samblan) tahun, sekalah
menentah seiama 3 (I'ga) lahun dan 4 {emaat) tahun



Bagian Keduz
Pendidikan Dasar
Fasal 18

{0, Pentdican dasar diseienagarakan aleh pemenntal, parenah daeiah can masyarakal
wmlek mengembangkan pengetahuan, sikap dan keteramp lar 2atar gesers didik vang
:RHHI untuk  hidur dalam masvaraks'! serla Lnluk  mzamutvzn pendidkan

i
wwﬂlkan dasar erdin dasi
Dasar (5D alau pertuk lan yang sederajar
; MlaSrasah (btida:yan (M1 atau bentuk lain yang sederagat
B Sedolah Dasar Luar Biasa (SDLB) alau bertuk lain yann sederajat,
E -Selnbah Menengah Pertama (SMP) atau bentus lan varg sederagat
Jie l. Mladrasah Tsanawyah (MTs) atau Bentuk sun yang m::h.-—ram'

.-r.:f  Sekolah Menengah Petama Luar Biasa (SMPLS) atau bantuk 'gin yang sedersjal

: Bagian Ketiga
. Pondidikan Menengah
Pasal 20

| PascRian Menengan dis<'enggarakan pemenntan penserintat faecak gar masyarakal
mengembangkan pergotanuan, sikap can kelerarplan Cessna didiz yang
at untuk secara produktf dalam masyarakat wntue malanetkan ke perdidikan

0 Bermuk pendidikan manengah terdin atas
& Sekolah Mensngah Atas |SMA) atau bentuk lain yano sederam;
B Sekolah Merengah Kejuruan (SMK) atau Bentuk ian yarg sede o
e Bladrasah Aliyah (MA) atau beniuk lain yang sederajat.
d Madrazah Aliyah keyuruan,
& Sekclah Menengah Kedinasan,
L Sekolah Menengah Luar Biasa

Bagian Xeempat
FPendidikan Tinggi
Pasal 21

{T) Pendidikan Tinggi merupakan kelarjutan pendidinan renetgen yang cieslengsarakan
oleh pemerintah, pemenintan daerah oravinsi dan masyacakal

@ Kelentuan mengenal pendidikan brnggl berpedoman pada persluran perundang:
undangan yang barlaky

BAB VII
WAJB BELAJAR
Fasal 22

o . i
() Setiap warga Negara yang berusia 7 (lujun) tallun sampa dengan 18 (delupan be as!
Bhun harus mengikuti program wajib betajar pendidean dasar dan mesergat

(A Bag warga negara yang berusia kurang dari 7 (Tujubl tanur dagat meaginu® program

wajh belajar

) Pﬂ'l'llﬁntathEIErE.h menamin dan bertanggung jawab terhadap tarsclenggaranya
program wajit belajar perdidikan dasar dan menengah

) Rhwsus wajib belajar pendidkan menengan skan dilasekan sacara cenahag sesuai
dengan kemampuan keuangan dzerah



(5) Waje ptoar seamasd’ —asar can Merengan seosgamund Smassol pada aym i3
pada |alur pendidikan formal cilaksanaxan mula dan S0AM. SMPIMTs. SMASSIMA
dan bentuk lain Sedersial serta pada jaler perdizlkan nenfonmal deaksanaken melaiut
pendidican keselnrnan pake! A pake! B, don paket C

(8) Wetentuan lebdh lanpul mengends wajl belaar sebagmmmna thmaksud pada ayal (1), ayal
(2}, ayat (3), ayat (4), dan ayat {5 diatur dengan Peraturan Wakxota

Pasal 23

Penenmaan pesorta ddik oalam satu saluan pendidikan diassanghan dengan fidak
maembedakan jenis kelamin, agama, ras. kedudukan sosal dan tngkat kemampuan ekongm:

BAB VI
PENDIRIAN, PENUTUPAMN, PENGGABUNGAN, AKREDITASI
Bagian Kesalu
Pandirian SakalahMadrazsah
Paszal 24

Pandinan sekclahimadrasatubentuk lon sederam@t atau sahan penddican berpodoman pacs
program Pembangunan Daerah dan Sistern Pendgidikan

Pasal 25

(1) Pendinan Sekolah/Madrasahioentuk lam sedera@at atau Satuan Pendidikan di Daerah
didasarkan pads kebuluhan masyarakat dan hasid kapan kelavakon secara tekms

(2} Penditian SekolahiMadrasah/bentuk |ain sodesajat atou  Satuan Pendufikan dapat
ditakukan Pamerintah Daerah (Dinas Pendidikan] dan Kantor Depastermen Agama di
Daerah uniuk sekolah Madrasah/bentuk lain sederaat (Negen) ataw  Lembaga
Pendidikan yang telah memii Akta Nofans untuk Sskolah Swasta

) Persyaralan Pendirian SekolphMadrasah/bentuk lain sedéraatl atau Satuan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Zyat (2} meipul
8, Alle pendirian Lemiaga Pendidikan
b. Reicana Induk Pengambangan Sekolahodrasah (RIPSM)
€. Sumber pesorta didik
d. Tenaga pendidk.
. Teraga kapendudikan
{. Kyrikuivm dan/alasu program kegiatan belajar
g Sumber pemblayaan
h. Sarana dan prasatana
L Penyelenggara sekolahMadrasah

¥) Bagl sekolah/maderasahibertuk ln sedernjat otau sawon penddiken yang Satum

memilk fagitas dan sarana prasamana sesual slandar nasional penddikan, maka gibat
wnggang wakiu saloma 3 (tiga) tahun uniuk memidi fasilitas dan sarana prasarana;

B Bendapat Surat Inn Pendinan gar Pemenniah Daerah bage sekoia® umum gan z2m gan
Kanlot Deparemen Agama bag sekolah MI_ MTs MA

Bagion Kedua
Panutupan Sekolah/Madrasah
Pasal 26

of) SekolahfMadrasatvberiuk lan sederajat alou satuan gendidikan ditutup apahila
& Pihak Penyelenggara satuan pendidikan hdak momenuhi persyaraian penditian
sekolah
B Tidak memikki tingkatlan kelas yang lengkap selama 3 (hga) Tanun pelajaran petiurut-
fwunut serta tdak memiikl jurlah ssswa minemal per kelas



¢. Tidak memborkan laporan selama 6 (enam) bulan berurut-turul kepada pihak
Pemernntah Daerah melaiui Dinas Pendidikan dan/slau Kantor Dapareman Agama di
Daerah,

d Tidak melasksanakan Proses Balajar Mergegar (PBM) berdasarkan penilaian yang
dfakukan oleh pengawas TK/RA, SDIMI, SMPMTs, alay SMASMKMA sesusi
dengan jenjang peandidikan

{2} Rencana Penulupan teriebih dahulu dilakukan dengan memberikan teguran teduls 3
(tiga) kali berturut-turul serla pemeriksaan lapangan.

(3) Penutupan MI, WTs dan MA  disesuakan dengan kelentuan peraturan pemundang-
undangan yang borlakuy ;

{4} Sisws dan sakolah yang dltulup ditampung pada ee¥olah yang safara.

Bagian Ketiga
PENGGABUNGAN
Pasal 27

(1) Apabila dipandang peru berdasartkan paga kajianistudl kelayakan dapal  dilakukan
pangoabungan

{2) Ketentuan penggabungan diatur lebih lanjul dengan Peraturan Walikola

Eaglan Keempat
Akreditas)

Fasal 28

(1} Akreditasi dilakuxan unfuk menentukan kelayakan program dan safuan pandidikan pada
|slur pendidikan formal dan non formal pada salsp jenjang dan jenis pendid®an,

(2} Akreditasi lerhadap program dan satuan pendidikan dilakukan alas dasar kritefia vang
bersifal terbuka balk cleh lembaga independen danfatau Pemetintah Provinsl danatau
Pemarintah daerah sedagat wujud akuntabflitas Kepada masyarakal

(3] Lembaga Independen sebagamana dimaksud pada ayal (2) kerdi dan
g. Unsur Pemerntah (Pemerintah Daerah. Cinas Pendidikan, Kantor Agama dan
Pengawas Sekolah/Madrasah).
b. Unsur SwastaMasyarakat Pendidikan,

{4) Pelaksanaan Ketentuan sebagamana dimaksud pada ayal (1), ayat (2), don ayat (3]
diatut lebih [anjut dengan Peraturan VWalikota,

BAR IX
PEMERIMAAN SISWA BARU
Pasal 29

(1) Pefrmaan Siswa Baru pada sahap jeyang satuan pendidiean tidak melebini dard
kapasitas kelas yang lersedia,

(2} Jumlah siewa sefiap kelas miramal 15 {ima belzs) orang peseria dik dan maksimal
perta didik setlap tingkatan sekolah adatah
& Taman Kanak-kanak maksimal 25 aswa.
b. S0, SMP kategornpotanaial maksima!l 40 skwa
& SD Standar Nasional maksmal 40 siswa.
¢, SMP Stardar Nasiona! maksimal 32 giswa.
¢. 5D, SMP sakolah bentaral Intemasional maxsimal 24 siswa,
f

SMA Standar Pelayanan Minimal (SPM) maksimal 40 siswa.
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g. SMA Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) maksimal 32 s/d 40 siswa,
h. SMA Sekolah Standar Naszional (SSN) maksimal 32 siswa
I. SMA Rintisan Sekolah Bertaraf Nasiona! (RSBI) maksimal 32 siswa.
(3} Penerimaan siwa baru mengutamakan masyarakal selempal tanpa ada diskriminasi
(4) Ketenluan pelaksanaan FPenermaan S‘E;ua Baru diatur lebih janjut dengan Peraturan
Walikota.

BAB IX
PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Paaal 30

{1) Jenjang pendidkan membenkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada sefiap anak
termasuk anak cacat untuk belajar di sekalah pada semua jenjang.

(2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan perakuan sesuai dengan bakat, minat,
kglarampilan dan kemampuannya.

(3) Setiap peserta didik yang cacat periu mendapal pendidikan layanan khusus
{4) Anak usia sekolah yang lerlantar diberikan pendidikan aleh Pemenntah Daerah.

(5) Pelaksanaan ketentuan <ebagaimana dimaksud pada ayal (3) dan ayat (4) diatur
dengan Paraturan Walkota.

Pasal 31
{1} Pendidlk mefiputl tenaga Guru.
{2} Tenaga Kependidikan melipul: tenaga bukan guru dalam bidang kependidikan.

(3) Tenaga guru meliputi guru Kelas, guru mata pelajaran dan guru bimblngan dan konseling
dengan tugas utama mendidik dan mengajar yang dibuktikan dengan serifikat mengajar.

(4) Tenaga bukan guru meliputi Pengawas Sekelan, Penllix Sekolah, Tala Usaha,
Pustakawan, Laboran, Penjaga Sekolah, Tukang Kebun dan tenaga teknis lainnya

Pasal 32

(1) Gury harus memiliki kepribadian yang bakk, jujur, kreatif, inovatf dan berkompeten di
bidangnya

{2) ikan guru untuk jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidiken menengah
di garakan cleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.

(3) Pembinaan guru dilakukan secara terus-menetus dan terprogram ocleh Pemerintah
Daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan,

{4) Apaﬂlh diperiukan tenaga kependidikan dapat digunakan warga negara asing dengan
mengacy pada peraturan perundang-undangan yang beraku,

(5] Pelaksanasn ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
diatur dangan Peraturan Walbkota,



Pazal 33

{1} Kuablkasi akadamik uniuk pendidijgun penddkan gasar can menengah maimum
Diploma Empat (D-1V} atay Sanana {5-1)

[2) Guru harus memilikl konpetensi yang sesual dengan bidang lugasnya, yang melipu

kompetensi pedagogik, kompetensi kepibadian, kompetensi profesional, dan komoelensi
scEal

Bag sudah mongabdi sokumng-kurangnya 5 lahun di sekclah yang belum
@ mmmw monjaci tanggung jawah pemasntall daerah untuk meningkatkan
kualfikasi sesuai dengan yang diper syaratnan

(4) Guru harus mengikutl sertifikasl sesual dengon paraturan perundang-undangan yang
beraku.

BAB Xl
KEPALA SEKOLAH
Pasal 34

(1) Satuen Pendidikan dpmpin oleh seprang Kepaim Sekowh yung dingkal dan
dberhentkan olah Walkota pins usulan Kepata Dinas Pendidian,

(2} Kepala Sekolah dapal dibantu oleh maksimal 4 orang \Wakil Kepala sekolah yang
diangkat dan diberhentian clah kepa'a sekolah sesusi dengan kebutuhan sekolah

(3 Kepala Sakolah bertuges mengelola dan memimpin sekofah dengan masa tugas pakng

lama 4 {empat) tahun dan dicvaluasi seliap tahun sena dapat dlangkal kembali hanya
unfuk 1 (gatu) kali masa tugas beckutnya.

(4) Kepala Sekolah yang tugasnya berakhir dan/atau tdak [agi diberni fugss sebagal Kepala
Sekoloh ielap melaksanakan tugas sobagal gury sesum dengan jerdang sekolah dan
berkewajban melaksanakan proses belaiar mengajar alau bimbingan dan knnseling
sesual dengan kalentuan yang borlaku dan/atou dapat dipromosikan untuk mandapatian
MHHIIHM Iebih finggl sesual dengan petaturan perundang-undangan yarg

{5} Kawertuan jeblh lanit mengenal persyaraton dan mta CEre pOngongxalan candatay
pemberhentian Kepala Sekolah diatur lebit lanjul dengan Peraturan Wadkota

BAE X1
SARANA DAN PRASANA PENDIDIKAN
Pasal 35

(1) Setisp penyelenggara satuan pencaikan wajit menyediskan prasarana dan sardnm yang
memadal Untuk keperuan pendidikan sesua: pertumbuhan dan perkembangan potensi
pisik, kecardasan intefekwal, sosiel, emosional dan kejiwaan peserta didik

(2) Pengadaan safana dan prasaana yang digerickan damm penyelenggaraan pendidikan
dilakukar oleh Pemerntah, Pemesintah Daerah dan Masyarakal,

(3} Pemenniah daergh membensan bantugn prasarana dan sarans penduican paca
panvalenggam saluan pendidhkan yang diselenggarakan masyarakal dan  fatay
penyelenggara satuan pendidikan yang dikéimah oleh Kanter Depareman agama
sessuni dengan peraturan perundang-undangan yang beraku



{4) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesual lujuan dan fungsinya menjadi
tanggungjawab penyslengara dan /atau pengeiota satuan pendidikan.

(5) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (3). pasal in. diatur lebh lanut dengan
peraturan wallkola

Pasal 36

(1). Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenubi persayaralan
administrasi dan leknis sesuai dengan fungsi

(2) Persyaratan administrati! bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada ayal (1)
melipiti parsayaratan status hak atas tanah, status pemilikan gedung, fwin mendirikan
bangunan dan izin penggunaan bangunan

{3) Persyaratan leknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud paca avat (1) meiiputi

peryaralan  fata bangunan dan persayargtan keandalan dan kefayakan bangunan
gedung

(4) Ketenivan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana yang dimaksudkan
pada ayal (1).ayal (2) dan ayat (30} dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 37

Penghapusan Prasarana dan saran3a pada saluan penddikan yang disaienggarakan oieh
pemarintah daerah dan masyarakat dilakukan seesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlakau.

BAB Xl
PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 38

Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintsh dasrah dapal
barsumber dan |

4. pemerintah dagrah ;

b. pemerintah provinsi

¢. bantuan pemerintah;

d. pungutan dar peserta Jidik atau orang tuafwalinya yang dilaksanakan sesuai pefaturan
perundang-undangan yang berlaku,

e. pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar pesena didik atau crang fua / walinya;

f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat,

g. sumber lainrya yang syah.

Pasal 39

Pemerintah Dagrah wajib mengalokasikan anggaran dana pendidikan minimal 20% (dua
puluh perseratus) dani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pelaksanaannya
dapal dilakukan secara bartahap sesual dengan kemampuan keuangan dasrak,

BAB XV
KURIKULUM
Pasal 40

{1) Kurikulum pada sekolah/madrasah/entuk lain sederajat di daerah disusun berdasarkan

Standar Isi dan Standar Kompetens| Lulusan yang disasuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi daerah, seria disesuaikan jenis dan jenjang pendidikan



{2) Kurikulum sebagamana dimaksud pada eyl (1) adalah kurkulum yang dikembangkan
oleh satuan pendidikan.

(3) Kurikulum Tingkat! Sewan Pendidikan di dasrah sesusl dengan peraturan pemundangan
yang beraku,

Pazal 41

(1) Strulaur dan muatan Kunkubem fingkan dasar satuan  pendidicen Dasar dan Menengah
medipull Lima kelompok mata palajaran yaity:
4. Kelomgaok Mata Pelajaran Agama dan Axhiak Mubia,
b. Kelompek Mata Palajaren Kewarganagaraan dan Koprbadian,
¢. Kelompok Mata Pelajaran limu Pengetahuan don Teknelogi,
d Kelompok Mata Pelajaran Estetia,
a, Kelompok Mata Pelalaran Jasmani, Olah Rags dan Kesehatan

{2) Kurkulum Pendidikan Dasar dan Menengah wajb mamuat:
a Mata Pelxaran
1, Pendidikan Agama;
Pendidikan Kewargenegaraan
Matematia.
limu Pengelahuan Adam,
fimu Pengetohuan Scsial;
Bahasa (indonesia dan inggns);
Sanl dan Budaya;
Pondidikan Jasmani dan Olah Raga;
Muatan Lokal
Pengembangan dir terdid darl.
1. Bimbingan dan konseling
2 Ekstra Kurikuler yailu percakapan Bahasa Inggrs dan Bacs tuils Kitab Sucl, senma

bakat dan minat peserla didik wajib diselanggorakan oloh Satuar Pendidikan
dasar secar eknis datur oleh Paraluran Wallkota

0~ B0 iR B L B
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(2} Untuk menungang pencapaian large! kurikulum, sefiap saluan pondidkan minkmal walib
memilki perpustakaan yang kengkap dan memenuh standar.

(4) Pemerintah Daerah wafb menyelenggarakan kurkulum pondidikan yang beraral
Imtemasional.

{5) Petlaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) gitelapkan
dengan Peraturan Wallkots

BAB XV
HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH
Pasal 42

{1} Jumish han belajar dalam 7 (saftu] tahun efekif dwescalkan dengan Kalender
Pendidifan

{2) Jumiah jam belsjar dalam satu minggu pada Sekolah Dasar dan Menengah minimat

sebagal berkut, .

a. Kalss | Sekolah Dasar minimal 28 (dua puluh enam) jam pelajaran per-minggu.

b. Kelas Nl Sekclak Dasar rinimal 27 {dua puluh lujub) jam pelajaran pes- minggu,

¢. Kelas Il Sekolah Dasar minimal 28 (dua puluh delapan) jam pelajaran par-minggu:

d. Hulnmlg"guﬁ V1 Sakoiah Sekolah Dasar mmimal 32 (lign pulub dua) jam polajaran
peam ;

2. Kelas VI g IX Sekolah Lanjutan Pertama minimal 32 (5ige puluh dua) iam pelalaran
peminggy :



i Kelas X sid XIl Sekolah Lanjutan Atas SMA minimal 38 (iga puluh delapan) jamn
pelajaran  perminggu dan SMK Minimal 36 (Wiga puivh enam) jam pelaiaran
PErIngEU.

{3) Pelaksanaan ketentuan satagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2) sesuai
dengan Peraturan Parundang-undangan yang berisku

Fasal 43

(1) Harkhar lbur sekolatlimadrasah/benivk lain soderajal yang disslenggarakan oken
Pemorintah Daatah diaiur dengan kepulusan Walikota dan mempechatikan koteniuan
hai iU nesional, kepeantingan pendidikan dan kegentingan agama.

(2) Sekolah atau Madrasah yang diselenggarakan oleh lembaga depal mengatur han-har
liburmya sendin dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XVI
BAHASA PENGANTAR
Pasal 44

[1] Bahasa Pengantar pada jenjang pendidikan Dasar dan pensdidikan Menangak. adaleh
Bahaza indonesia

{2) Bahasa Pengantar pada jenjang pendidivan daser don menengah untuk yang pertasaf
imiarmasional adalah Bahasa Inggris

Pazal 45

{1} Bahasa Daarsh dapat digunakan sebagal bahasa pangantas sejauh diperukan uniuk
penyamoaian pengetativan dan/atau keterampilan letent,

(2} Bahasa asing dapatl cigurakan sebagai banesa penganial pada satuan pendidikan
tertanty untuk mendukung kemampun berbahasa asing peserta didi

BAEB XV
PENILAIAN
Pasal 48

(1) Untuk mengukue kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik déakuknn pendaian

{2} Kewenangan peniaian peserta didik dilakuicen oleh:

a, Penilaian hasil belajar pasenta didik oleh pandidic,

b. Pendaian hasil belajar pesarta didik pada sualu sexolah diakukan oieh sekelan yang
bersanghutan;

c. Penilgien hasil belajar peserta didk pada wkhr sefap lenjng pendidikan
distd=nggaraken cleh Pemedintah |

d. Paverniah Dasrah dapat menyelanggarakan peniiaian hasll bebinr peserta ik
pada gkhir sefisp jenieng pendidikan secara nasional sesuai dengan kefentuan
pemarintah mengenai Ujian Akhir Sekelah (UAS).

Pasal 47
(1) Sacera barkala dan berkelanjutan Pemerintah metskukan penfaian ternadap Kusikulim
Tingkat Satuan Pendidikan sers sarana dan prassrana pendidiean sesual dengan
kebuluhan dan perkembangan dunia pendidikan.

{2) Hauil pendaian sebagaimana dimaksudkan pads ayal (1) diumumian secara lethuka
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BAB Xvill
PERAN SERTA MASYARAKAT
Panal 48

(1) Program pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawah  pemerintah,
pamenntah dosrah, orang tua, dunka usaha dan masyarakal.

(2} Masyarakat eebagal mitta Pamarintah Pemerintah Caersh berkesempatan seluas-
lungnya uniuk berperan serta dalam penyelenggaraar pend'dikan di Daerat:

(3) Bantuk peran serta masyarakol dalam penyslenggarman pendidikan df sekolah diatur
babih lanjut dengan Peraturan Wallkota dengan mengacy pada peraturan perundang-
undangan yang bedaku.

BAR XIK
DEWAN PENDIDIKAN DAN KONITE SEHOLAH | MADRASAH
Pasal 49

{1} Dewan Pendidkan merupakan lembaga mandin yang dibentuk dan berperan dalam
penmgkatan mulu pelayanan pandidikan dengan membeskan perbimbangan, arahan dan
dukungan lenaga, sarana dan prasarana geria pengawasan pendidkan pads Hngkal
dagrah yang lidak mempunyal hubingan hirarkis

(2) Kom@te SekolshMadrasah sebagal lembaga mandii, dibentuk dan berpecan dalam
paningkatan mutu patayanan dengan membarikan perimbangan, arahan dan dukungan
lsnaga sarana, prasarana seria pengawasan pond:dikan pada Ungkst satuan pendidikan,

(3) Masyerakal barperan dakwm peningkatan rmuty pelayanen pendidican vang med putli
perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan meiali Dewan Pendidikan
dan Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 50

(1) Keanpgotaan Dewsn Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1)
diangkal dan dibernentican oleh rapat anggola dan disankan olsh Walkota slas
persetujuan DPRDC

(2] Masa bakl keanggetaan Dewan Pendidixan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
adalah 4 {smpat) lahun.

13} Kepengurugan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat [2)
terdiri darl Secrang Ketua merangkap anggola, seorang wakil kelua marangkap anggota,
seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap angyota, dan 10
(sepuluh) orang anggota:

Pasal 51

(1) Keanggotaan Komita SekolahMadrasah sebagasnena dmakzua daam pasal 47 aya: (2)
diangkat dan diberhentikan oleh mpat anggeta dan  disahkan oleh  Dinas
Pendidikan/Kantor Departemen Agama atas uwsul pimpinan  satuan  pendidican
berdasarkan atas hasd musyawarah unsur-unsus komite sskolahfomite madrasah.

(£) Masa Bakii keanggelaan Komite SekotahMomite Madrasan sobagamana dimakeud
pada ayat (1) adalah 3 (tiga) wahun,

(3] Kepengurusan Komito Sekolah/®omite Madrasah sabagoimars dimaksud pada ayat (1)
dan ayatl (2} terdil darl secrang kalua merangkap anggola seorang wakil kelua
merangkap anggola, secrang sekrefaris merangkap angoola, seorang bendahara
merangkap anggota, dan 10 (sepuluh) orang anggota,



Pasal 52

Organisazi, lata kerna oan hubungen fungsienal Dewan Penoidiken dan Komne
Sekolat/Remite Madrazah diatur dengan Paraturan Walikota

BAB XX
TANGGUNG JAWAB PEMGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 53

Penanggung jawab gendidikan di Daerah adalah  Kepala Daewah, yarg pengelclsannya
dilaxsanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yeng mombidangi pendidikan,

Pasal 54
(1) Tanggung jewab panyelenggarasan sistem pendidikan 2l Daerah adalah Dings Pendidikan

(2] Pelaksanann ketentuan sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} diatur dengan
Peraturan Walikota.

(3) Pengelofaan Sekolah Dasar dan Menengan yang diselenggarakan olen Lembaga
dilsksanakan dengan mempadomani ketentuan yang berlaky

Pasal 55

{1) Pemenniah Deerah melakukan pengawasan ferhadap penvedanggaraan Pendidikan pada
semya jeniang dan jenis pendidikan.

{2} Wahhm_a berwenang mengambil lindekan adminisialil terhadop Penyelenggaraan
Pendidikan yang melakukan pelanggaren terhadap Peraturar Daeiah i

BAB XXl
KETENTUAN PENUTUF
Pasal 56

raraturan Caerah ini mulai bedaku pada tangga’ diundangkan,

Agar setlap orang dapat mennetahulnya, memerintabkan pengundangan Peraran Doerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Xota Pontanak,

0i tetapkan di Pontianak
PRO3 ANgga 26 Azustur 2069

WALIKOTA PONTIANAK,

/f—7._

H. SUTARMIDJI

Dwndafkan dl Penkanak
pada tanggal 23 feptmaber 2000
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FERELASAM
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

MOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PONTIAMAK

Untux menciptakan sumber daya manusia yang handal Pendidikan menjad
sesuatu yang sangat penting. Melalul lembaga pendidikan vang ada balk pada jeniang
pendicikan Dasar, pancidhan Menengah, dan pendidikan Tinggl & hargpakan dapal
menghasilkan Sumber Daya Manusia yang dapat menjadi wmguan bagi Bangss dan
Megara dnlam malaksanakan proses pembangunan rasional dan dasrah Dengan
damikian pensngkatan muts pendiddan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi
Dagian yang amat benting.

Pemeriniah telah melakvkan oebager upaya  untuk meningkatian  mulu
pendidigan. Upaya tersebul dlilakukan melslul penyediaan sarana prazarana pengidikan
di semus jenis dan jenjang pendidian, meningkatkan kualitas guru melalul berbanai
pelatinan, penataran dan pendidikan kesetaaan, bahkan dari gegi ragulasi telah banyak
mengalar perubahan yang mamberikan peran penting pada instiusi pendidikan,

Di daiam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap warga
negerd mempunyai hok yany sama untuk mempercieh pendidikan yang bermuty, can
sefiap warga negara berfanggungjawab lerhedap kelangsungan penyslenggaraan
pendidikan. Ketentuan ini membarikan hak kopads sotlap wargs negara untuk
memperoleh pandidikan, dan di sisi fin juga meletavan  kewailbar lerhadap
kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah dan pamerintah dasrah,

Dalam rangka memacu pengelolaan dan penyelangaaraan satuan pendwdikan
agar dapal meningkalkan knedanys dalam memberikan ‘ayanan pendidikan yang
bermuty, Pemerintsh menetapkan Standar Nasioral Pendidlkan otk mendarang
farsjudnya transparansi dan akuntab¥itas pubik dalam penyelenggaraan sislem
pendidikan nasional,

Dalam konteks pelsksanyan slonomi gaerah baraasarsan Usdang-Undang Nomor
32 tahun 2004 fentang Pemarmtahan Doasrah  bessds berhagal peratirar
pelaksanaaniys mengamanalkan bahwa Femerntah Daerah hatus memberikan
pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat lermasuk d: bidang pendidikan, Dengan
“ala lain, Pemerintan Dasrah memiiki kewajibun untuk mengatur, mengurus dan
mengeiola bidang pendidikan sesual dengan kewenangannya

PASAL DEM! PASAL

Pasal 1 Cukup Jalas

Pasal 2 Cukup Jelag

Pasal 3 Yang dimaksud dengan  setlap warga masyaraka! adalah
- masyaraiisl Mota Ponlianak

Dasal 4 Cukup Jalas

Pasal § Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud pendidikan yang bermultu adalah pendidikan yang
memenubi siandar nasional pendidikan, melipufi standar isi, standar
broses, standar kempetensh, stardar lylusan, pendidikan dgan
lenaga kependidikan, sarana dan prasarans, pangeltlasn,
pembiayaan. dan standar panilaian pendidikan,

Ayat{2) Yang dimaksud dengan wasga masyarakat memillki kelainan fisi
acalah warga masyaraka! penyandang cacal



Paszal 7
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal B

Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal &
Pasal 10

Pasal 11
Pasal 12

Pasal 13
Ayat (1)
= fyal (2)
Ayat (3)
Ayal (4)

Pasal 74
Ayat (1)

Ayal (2)

Yang dimaksud dengan warga masyarakat mamilki kelainan
emosional adalah kelainan dalam kemampuan emosional
(ketidakpekaannya terhadap emosional) seperti; idak ada perasaan
empali, tidak bisa membedakan di saal mana dia suka atau duka,
marah yang lidak terkendall atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan mental
adalah kelsinan dalam kemampuan Intelektual yang dapat
menyebabkan/disertai dengan kelambatan pada gerak motonknya
atau juga dapal dikatakan disertai dengar: kelainan fislknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakal mengalaml hambatan
sosial antara lain:

a anak yallm danfatau piatu yang secara ekonomi tidak mampu,

b, anak yang fidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, danfatau
scsial,

¢ anak yang memilikl perilaku menyimpang dan nonna-norma
masyarakal.

Yang dimaksud warga masyarakal yang berusia 7 (fujuh) tahun
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikutl
pendidikan dasar dan menengah ialah bahwa masyarakat pada usia
tersebut sudah wajib untuk menglkuti pendidikan dasar dan
menengah, namu apabila ada yang berusia dibawah usia tersebut
menginginkan untuk mengikuti pendidikan dasar danmenengah

hal terbul dapat ditedma. sepanjang daya tampung pada sekolah
tersabul memungkinkan

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan sumber daya dalam penyelenggaraan
pendidlkan adalah pendukung dan penunjang penyelenggaraan
pendidikan yang berwujud tenaga, pemikiran, dana, serla prasarana
dan sarana,

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Hurul a sfd i, cukup (elas

Huruf | , perlindungan hukum yang dimaksud adalah perindungan
hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Huruf a dan b cukup jelas.
Hurul |, perindungan nukum yang dimaksud adalah perindungan
hukum sesual peraturan perundang-undangan yang perlaku



Pasal 15
Ayat (1)
Ayat (2}
Aoyal [3)

Pasal 16

Pazal 17
Ayt (1)
Ayat [2]
Ayat (3)

Pasal 18
Ayal (1)
Ayal ()
Ayt (3)
Ayat (4]
Ayat (5)

Paszal 10
Ayal (1)
Ayal (2

Pasal 20
Ayat (1)
Ayat 2]

Pasal 21
Ayat (1)

Ayat {2

Paszal 22
Ayat (1)
Ayal (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (3)
Ayat (6)

Pazal 23

Pasal 24

Pasal 25
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat [3)
Ayal (4)
Ayal (5)

Cukup Jelns
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jalas

Cubkup Jelas
Cukup Jelos
Cukup Jeias

Cukup Jeas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukug Jalas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Mengingal bahwa zin  penyelengoaraan  perguruan | bnggi
merupakan kewenangan pemerinfab, maks penyelenggaman
pendidikan fingg di deerah mengacu paga kelenluan paraburzn
perundang-undangan yang dibual oleh pamerintah

Cuicun Jaias
Cukup Jetasz
Cukup Jalas
Cukug Jelas
Cukup Jalas
Cukup Jelas

Maksud dadi kelenluan kni acalah babwa penerimaan peseria dldik
dalam saty satuan pendidikan ditaksanakar secara nondiskriminas).

Maksud dad kelenluan Ini  adalah  balwa  pendinan
sekclah/madrasahibeniuk lsin sederajat berpedoman dait program
pembangunan daarah, tefutama rencana pengembangan dan
paningkatan pendsdikan yang diakukan oleh Dinas Pendidikan.
Selain iy juga berpedoman pada ketertuan dalam Undang-Undang
Momar 20 Tahun 2003 besera berbagai peratuzan pelaksanaannya.

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelaz
Cukup Jalas
Cukup lelas



Pasal 28
Ayat (1)
Ayat (2

Pasal 27
Ayai (1}

Pasal 28
Ayat (1)
Ayat (2}
Ayal (3}
Aot (4)

Pasal 29
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayal (3)

Paszal 30
Ayat (1)

Ayal (2)
Ayat (3)

Pasal 31
Ayat (1)
Ayal {2)
Ayat (3)
Ayal (4)

Pasal 32
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat [4)

Pazal 32
Ayat (1}

Ayal (2)

Cukup Jelas
Cukup Jelss

Cukup Jelas

Cukup Jjalas
Cukup Jatas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Yang dimaksud cacat datam kelentuan ini adalsh cacal yang lidak
memiki hamizatan dalam Balajar

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jaias
Cuhup Jelas

Cukup Jeiss

Yang dimaksud dengan kompetens! pedagogik  adalah
kemampuan mangelola  pembelajaran  peserda  didik  yang
meliputi pemahaman ‘erhadap peserta didik, pedancangan dan
pelaksanaan pembelajaran, evaliasi  hasll  belgiar, dan
pengambangan peseta didik unluk mengaktuaisassan berbagal
potensi yang dimikinya.

Yang dimaksud dengan kompetensi keproeciaa  adalah
kemampuan kepribadian yang mantap, slabil, dewasa, anf, dan
berwibavwa, menjadi feladan bagl pesena didik, dan beakhlak
mulia,

Yong dimaksud dergan  kompetens!  profosional | adalah
kemampuan penguasaan maten pembelajaran secara fuas dan
mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didix
memanuhl standar kompetenai yang ditetapkan deiam  Standar
Mpsional Pendidkan,



Ayat (3}
Ayal (4]

Pasal 34
Ayal (1)
Ayal (2)
Ayt (3)
Ayal (4)
Ayat (5)

Pasal 35
Ayat (1)
Aynt (2)

Pasal 36
Ayat (1)
Ayat [2)
Ayal (3)
Ayat (4)

Paszal 37
Aal (1)

Pazal 38
Ayat (1)

Pasal 39

Ayat (1)
Ayat (2)

Pagal 40
Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3}

Fazal 41
Ayal (1)
Ayatl (2)
Humf A
Hurul B
Higruf ©

Yang dimaksud dengan kompetens: sosal adalash kemampuan
pendidik sebagai bagian darl masyarakatl untuk berkomunikasi dan
bergaul secara efexiil dengan peserta didik, =zesama penddik,
tenaga kependidikan, aranglua‘wali peserta didik, dan masyarakat
sBkiEr.

Cukup Jelas
Cukug Jelas

Cukup Jebas
Cukup Jaias
Cukup Jelas
Cukup Jalas
Cukup Jelas

Cukup Jeiag
Cuxup Jolas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jeias
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jolas
Cukup Jalas

Slandar isi adalah uarg lingkup mater! dan tngial kompetens|
yarg dituangkan calam khteria tertang kKompetens! tamatan,
kompelensi bahan kajian, kompelens: mala pelajaran, dan silabus
pambélajaran yang harus dipenun! oleh pesanta didik pada jenjang
dan jenis pandidikan lerentu.,

Slandar proses adalah  slandar nesional  pendidikan  yang
berkalten dengan p#laksanasn pembelzaran pada salu satuan
pendidikan untuk mencapai standar kempelensi lulusan,

Standar kompetens: lulusan adalah  kualfikasi  kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pergetahuan, dan ketarampllan.

Cukup Jelas

Kurikutern fingkat satuah pendicikan adalah Kunkuium operasional

yang cisusun oieh dan dilaksanakan di maslng-masing satuar
pandidikan

Cukup Jelas
Cukup Jalas

Mualan Lokal diarshkan pada pengembagen minal dan bakal
peserta didik sesuai dengan kekhasan dan potensi daerah.
Cukup Jelas



Pasal 42
Ayat (1)
Ayat (2]
Ayat (3)

Pasal 43
Ayt (1)

Myl (2)
Paual dd

Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 45
Ayat (1)
| Ayat (2)

Pasai 46
Ayt (1)

Ayat (2]

Pasal 47
Ayt (1)
Ayal (2)

Pasal 46
Ayat (1]

Ayan (2)

Ayat (3

Pasal 45
Ayt 1)

Ayat (2)
Ayat (3

Pasal 50

Fasal 51
Ayt (2)
Ayat (3)
Ayal (4)

Pasal 52
Passl 53

Cubup Jeias
Cukup Jelas
Cukup Jeles

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukug Jelas

Cuhup Jetes
Cukup Jelas

Penilgian  adolah  proses  pengumpuimn  dan  pengolahan
informasi urtuk mengukur pencapaian hacd belajar peserta didic

Penilsian  hasl pembelaisran  mencakup  aspek  Rognitil,
pallomotonk, danialay aleki sesuai dengan kambtoristk mata
pelajaran

Cukup Jelas

Cukup Jeias )
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pambesnan kesampalan kepade masyaraksl unluk berperan soa
dalam penyslenggaraan penddikan di dasrah sesuai dengan
amanat dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003,

Cukup Jalas
Anggola Dewan Pendedik terdin atas  para pimpinen saluan

pendidikon dan semMua pendid (etap Pimpinan satuan
pandidikan terdiri atas kepals sekolah'madrasab dun wakil kepala
sekalah,

Culkup Jefas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cudup Jolas
Cukup Jatas
Cukup Jelas
Cukup Jetas

Cukup Jelas



Fasal 54
Ayal (1) Cukup Jelas
Ayal (2) Cukyup Jalas
Ayat (3) Cukup Jsias

Pasal 55

Ayat (1) Pemerintaly Daerah mendorong  dan  membantu  satuan
pandidikan formal dalam melakukan penjaminan mule (gualiy
sssumnce) agar memenuhi  atau  melampaul Standar Masional

Fendikan, sehingga dapal dikategonkan ke dalam kategor
mandin.

Bantuan Pemennlah Uaesab kepada saluan pendidikan dalam
Jenjamiran muty  leblh dipforitaskan pada satusn pendidikan
formal  dan nonformal yang menyeisnggarakan program wajb
belajar dan saluan pendidikan formal yang masih berada pada

kalegodi standar
Avyal [2) Cukup Jetag
Pasal 56 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR
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WALIKOTA PDNTI.ANAK

Pontianak ) Nopembet 2009

C 1BEAI 979 MHK-A Kepada
Penting Yo Kepala Dires Peadidikan
| {saiu} exemplas Keta Postisnak
Perainmak

Sehubungan denpan tcleh dilctapkannys san ( ssiu ) buah Peraturan Dacrah Kow
Pontianak yair Perds Momor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan D
Kota Pontianak, muks diminta kepuds Saudim wiuk melaksanakan Perarumn Dacrab
dirnaksud sesuml dengan fugas dan wewenang Saudara

Selanjutnys terhadap hal-hal yang masih belwn diaur atan belom cukop distur daiam
Peraturan Dacrah tersebul sepanjang mengens teknis pelaksanannrya dimints kepada
Sandara uniuk menyusun jeklaknys dan unhik o sgar berkoordinas: dengan Bagian
Hulomm Sekretarial Dacrah Kots Pontianak.

Demikiun untuk dilaksanaksn sebagalmana mestinya.
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